
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 20 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN 
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN ANGGARAN 2023 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan keten tuan Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) 
hurufb angka 1 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 103 
Tahun 2022 ten tang Percepata n Penanggulangan 
Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya, menyatakan 
strategi yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan program percepatan penanggulangan 
kemiskinan yaitu strategi perluasan dan pen ingkatan 
pelayanan dasar dengan program perbaikan 
ru mahjtempat tinggal masyarakat tidak mampu ; 

b. bahwa untuk melaksanakan program percepatan 
penanggulangan kemiskinan d i Kabu paten Ta sikmalaya 
sebagaimana d imaksud dalam huruf a, perlu 
dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan Perbaikan 
Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Tidak 
Mampu / Berpenghasilan Rendah; 

c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan 
kegiatan pemberian bantu an Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu 
diatur pedoman pelaksanaan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bu pati ten tang Pedoman Pelaksanaan 
Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
Bagi Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
Anggaran 2023; 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) , sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabu paten Purwakarta dan Kabu paten Su bang dengan 
m engu ang- ang 4 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran N egara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 1) ; 

2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Per mahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Re ublik 
Indonesia Tahu n 2011 Nomor 7) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir deng n Undang- ndang 
Nomor 6 Tahu n 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pe gganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Repu indonesia Tahu 2023 
Nomor 4 1, Tambahan Lembaran e ara Republik 
Ind nesia Nomor 68 56); 

3 . Un ang-Un ang Nomor 13 Tahhun 2011 tentang 
Pena nganan Fakir Miskin (L mbaran Negara epublik 
Indo esia Nomor 83, T mbahan L mbaran Negara 
Rep blik I onesia N omor 52 5) ; 

4. Undang-U dang omor 23 tentang 
Pemerintahan Da erah (Lemb ran r Republik 
Ind n esia Tahu n 201 4 Nomor 244 , Tamb an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom r 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, te akh ir dengan Un dang­
Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan 

eraturan Pemerintah Pengganti Un dang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja m e jadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 22); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Peru bahan Pera t ran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

9 . Peraturan Menteri So sial Republik Indonesi Nomor 20 
Tahu n 2017 ten tang Rehabilita si So sial Ru mah Tidak 
Layak huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. 

10. Pa sal4 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom r 1 

Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pembentukan P oduk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kab . paten 
Tasikmalaya Tahu n 2016 Nomor 1); 

12. Peratu ran Daerah Ka upaten Tasikmalaya N mor 3 
Tahun 20 16 t n tang Urusan erne intaha yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten T ikmalaya ahu n 2016 
Nomor 3 ); 

13 . Peraturan Daerah Kabupat n Tasi malaya N mor 11 
Tahu n 2022 ten tang Anggaran endapatan dan Belanja 
Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Tahu Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kabu paten Tasikmal ya Tah n 2022 
Nomr1 1); 

14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 
ten ang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan 
Bantu an Sosial yang bersumbe dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 22) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 130 Tahu 2022 tentang Perubahan 
Ked a ata s Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 
Tahun 202 1 t ntang Pedoman Pengelolaan Pemberian 
Hibah dan Bantuan So sial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 131); 

15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 103 Tahun 2022 
ten tang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
di Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 103). 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PEMBERIAN BANTUAN PERBAlKAN RUMAH TIDAK LAY AK 
HUNI BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN ANGGARAN 2023. 

BAB I 
KE EN UAN UMU 

Pasal 1 

Dalam Per turan ini, yang dimaksud dengan: 
1. B pati adalah Bupati Tasikmalaya . 
2 . aerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. . m rintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemeri tahan 

d' erah yang memimpin pelaksanaa n urusan pemerintahan yan enjadi 
kewe angan daerah otonom. 

4. Peran :ykat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
pe .yelenggaraan Urusan Pemerintahan yang m enjadi kewenangan Daerah. 

5. Din s a dalah Dinas Pekerjaan U u rn Tata Ruang dan Lingkung n Hidup 
Kab pa en Ta 'k alaya. 

6. Kep a in as ala K ala Dina Pe r 'aan U urn a t ang dan 
Lin u gan Hid p Kabu aten Tas' malaya. 

7. Rumah a alah ban nan edung yang berfungsi sebagai tempat tin al yang 
layak huni, sarana pem b' aan el arga, er i an harkat dan artabat 
pen h ninya, serta bagi pemiliknya . 

8. Rumah Sw daya adalah Rum ya g d i angun a tas akar d n upaya 
masyar a t. 

9. Rumah Tidak Layak H n i yang e anjutnya isi kat RTLH alah rumah 
yang t 'da k em enuhi persyaratan kesel tan banguna , kesehatan 
penghun ', dan kec ku pan minimu m luas angunan. 

10. Perbaikan Ru ah Tidak Layak Hu ni , yang selanj tnya isingkat Perbaikan 
RTLH adalah upaya memperbaiki kondi i ru ah tidak layak huni baik 
sebagaian maup n se uruh ya agar tercipta ondi i rumah yang layak 
sebagai temp at tinggal. 

11. Bantuan atau bantuan perbaikan RTLH adalah kegiatan yang bersifat 
merangsang untuk mendorong pemrakarsa Masyarakat untuk memperbaiki 
kualitas rumah. 

12. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya adalah kegiatan memperbaiki rumah 
tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan 
upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. 

13. Pembangunan Baru Rumah Swadaya adalah kegiatan pembangunan rumah 
baru yang layak h uni yang diselenggarakan atas prakarsa dan u paya 
masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. 

14. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat 
calon penerima bantuan rumah swadaya yang me menu hi persyaratan yang 
diusulkan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
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15. Penerima Bantuan adalah perseorangan yang termasuk yang memenuhi 
persyaratan untuk mendapatkan bantuan setelah dilakukan verifikasi untuk 
kemudian ditetapkan oleh Bupati. 

16. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah 
kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan 
dan pihak lain yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan. 

17. Masyarakat Prasejahtera atau tidak mampu adalah masyarakat yang 
mengalami ke 'tan t k dapat memen . ke tu an dasar hidupnya. 

18. Masyarakat Berp nghas 'lan Rendah yang s anj tnya d 'singkat MBR adalah 
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli seh 'ngga perlu 
mendapat dukungan Pemerintah u n tu k memperoleh ru mah. 

19. L jut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam 
u lu h) tahun keatas. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
a al rencana keuangan tah n an Daerah yang ditetapkan d ngan 
Pe atu ran Daerah. 

21. Pengg na Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah peja t pe egang 
ke enangan penggunaan anggaran Perang at Daerah. 

22. Pej' bat bua m ' nen yang sel ju nya " t PP a ah pejabat 
yang diberi gan oleh Pe una nggaranjKuasa Pe gguna A ggaran 
untu k me gambil k p tusan an j atau tin akan y g dapa me gakibatkan 
pengeluaran atas beban PBD. 

23. Tim Teknis adalah Ti yang dib ntuk un k membantu pel sanaan 
kegia tan, terdiri atas U sur erangkat aerah yang mem idan gi per mahan 
dan permukiman, perencanaan pembangun , perlind ngan d jaminan 
sosi , pem erdayaan asyarakat, Camat d n Kepala Desa pa lokasi 
peneri a bantu an Perbaikan R L . 

24. Tim Ve ifi a i adalah kelompok kerja yang mem nyai t gas m lakukan 
penge e an dok me an mem erikan valid s ' terk 'tan a sah atau 
tidaknya okume dan laporan. 

25. Tenaga as 'litator Lapangan yang selanjutny disingka TFL adalah tenaga 
profesional pemberd yaan 1 kal yang me jadi pengge da pendamping 
penerima bantuan dalam me aksanakan kegiatan ban uan rumah swadaya 
perbaikan RTLH. 

26. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening 
untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada 
penerima bantuan pemerintah. 

27. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi 
tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan untuk memantau pelaksanaan 
setiap tahapan proses kegiatan agar dapat diketahui setiap kendala yang 
menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya dibahas 
dan langsung dicari upaya penanganan permasalahan sehingga kegiatan 
dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

28. Evaluasi adalah penilaian terhadap pelaksanan kegiatan bantuan stimulan 
rumah swadaya dan bantuan perbaikan RTLH secara menyeluruh untuk 
dapat mengetahui tentang hasil yang dicapai dengan cara membandingkan 
dian tara situasi sebelum dan sesudah dilaksanakan. 
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29. Pelaporan adalah penyampaian in formasi tentang pelaksanaan proses 
kegiatan bantuan perbaikan RTLH secara terencana, lengkap, teratur, 

periodik dan berkesinambungan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
aksd 

Pasal2 

Peraturan B pati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerin tah Daerah, 
dalam pel sanaan pemberian Bantuan Perbaikan RTLH. 

Bagian Kedua 
T juan 

P sa13 

Peraturan upati ini bertujuan ntuk: 
a. terl sananya kegiatan perbaikan r mah tidak layak huni dengan merujuk 

atur n yan er ak ; 
b. terlaks an a rtib dm'nist si an ak t bi itas p n Ie ggaraan 

per ai an rumah idak la ak huni; 
c, me uju kan ru mah layak an sehat, aman dan n aman bagi 

masyarakat; dan 
d, menin katk kualit s h idu dan erajat kese a tan masyarakat er ta rumah 

yang layak n i s suai dengan stan dar e ehat n dill SOS ' al, 

BABIII 
SA SARAN DAN PEMANFAATAN 

Pa 4 

(1) Sasaran keg'a tan pemberian bantuan perbaikan RTLH yaitu masyarakat 
Prasejahtera dan jatau idak mampu, MBR dan ata u Lansia yang memiliki dan 
menguasai RTLH, 

(2) Jumlah dan nama penerima ban u perbaikan RTLH bagi masyarakat di 
Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 5 

(1) Bantuan perbaikan RTLH yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 
dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas rumah danj atau pembangunan 
baru rumah, 

(2) Permohonan bantu an perbaikan RTLH pada usulan proposal yang diverifikasi 
oleh Dinas, 
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BABIV 
KEGIATAN DAN JENIS BANTUAN PERBAlKAN 

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 
Bagian Kesatu 

Kegiatan 

Pasal6 

Kegiatan bantuan perbaikan RTLH meliputi: 
a. bantu an perbaikan RTLH bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah/Tidak 

Mampu atau Miskin; dan 
b. bantu an perbaikan RTLH bagi Lansia. 

Bagian Kedua 
J enis Ban tuan 

Pa sal 7 

(1) Je is bantuan Perbaikan RTLH ru m ah tidak layak hu . diberi an berupa 
u ang. 

(2) Ban tuan u g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
perseorangan maupun kelompok u ntuk dipergunakan mem eli bahan 
bangu nan d embayar upah kerja. 

(3) Bantu' n ang sebagaimana dim s d pada ayat (1) d isalurkan el ui Bank 
Penyalu ke reke ing a Bant an. 

AB V 
SYARAT PE BAlKAN R AH TIDAK LAYAK UNI 

B gian Kesa tu 
Um u m 

Pasal 8 

Perbaikan RTL harus memen hi syarat: 
a. kriteria p ne ima bantu an; dan 
b. kriteria RTLH. 

Bagian Kedua 
Kriter 'a Peneri a Bantuan 

P sal 9 

(1) Syarat kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf a baik perseorangan atau kelompok, meliputi: 
a. Kriteria Umum 

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga; 
2. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah; 
3. memiliki dan menempati satu -satunya Rumah dengan kondisi tidak 

layak huni; 
4. belum pernah memperoleh bantu an perbaikan RTLH atau bantu an 

perumahan sejenis selama 10 (sepuluh) tahun untuk program 
perumahan; 
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5. bersedia berswadaya (bentuk keswadayaan antara lain: tanah yang 
dimilikij dikuasai; tenaga kerja; modal sosial; tabungan bahan 
bangunan; bahan bangunan bekas layak pakai. Bahan bangunan 
bekas layak pakai dapat diperoleh dari anggota kelompok penerima 
bantu an atau dari sumber lainnya; dan 

6. bersedia membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng. 
b. Kriteria khusus masyarakat Prasejahtera dan/atau tidak mampu dan MBR 

1. berpen a ·lan al · g ak ar ah minimum daerah 
Provi si / Kab p t 

2. KPB erdiri atas unsur ketua merangkap anggo , sekretaris 
merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota. 

c. Krit ra khusus Lansia 
Lansia berada pada umur 60 (enam puluh) tahun atau lebih; 

2 . Memiliki pihak yang menjamin pelaksanaan kegiatan perbai an RTLH 
dapat selesai sesuai rencana penerima bantuan; 

3. KPB terdiri dari unsur keluarga, Kecamatan, Desa, tokoh m s arakat; 
dan 

4. terma k dalam data DTKS dan diutam kan belum pernah 
n apatkan antua apapun . 

(2) Tanah seba aim a dimaksu d pada aya (1) huruf a an 2 harus m menu hi 
per yarat 
a. tid alam status s gk a ; dan 
b. sesuai tata ruang wilayah. 

(3) KPB sebagaimana dimaksud pada aya t ( ur f a angka 6 a rus memenuhi 
persyar atan: 
a. anggota PB pali g banyak 20 (d a uluh) orang; 
b. an ota KPB bertempat t inggal atau b rada di Kecamatan 

y ng s a dengan penerima bantu an; dan 
c. di ta kan ole amatj Kepala Desa. 

Bagian Ketiga 
Kriteria Ru ah Tida Layak Huni 

Pasal 10 

/ a tau Desa 

Kriteria RTLH sebagaiman dim ksud dalam Pa 8 huruf b ditetapkan 
berdasarkan kondisi rumah harus memenuhi sebagian danjatau seluruh 
persyaratan meliputi: 
a. atap dari rumbia, ijuk, genting tua dan rusak; 
b. dinding tidak permanen (triplek, gedeg, sesek kayu); 
c. luas lantai kurang dari 9 m2 (sembilan meter persegi) perkapita; 
d. tidak mempunyai akses Mandi Cuci Kakus (MCK); 
e. bahan bangunan tidak permanen; 
f. tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara; 
g. tidak memiliki pembagian ruangan; dan 
h. lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap. 
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BABVI 
MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN 

PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 

Pasal 11 

(1) Mekanisme pengajuan bantuan perbaikan RTLH berdasarkan pengajuan 
permohonan proposal yang disampaikan pada Bupati melalui Dinas. 

(2) Dinas sebagai perencana pemberi bantuan perbaikan RTLH menerima berkas 
permohonan bantuan beserta lampirannya kemudian m lakukan seleksi 
berdasarkan ke entuan sebagai berikut: 
a. memeriksa secara rin ci dokumen permohonan; 
b. memeriksa nama penerima, alamat, uraian permohonan ant an, foto 

R LH yang akan diperbaiki; dan 
c. engajukan penetapan CPB ke da Bupati. 

BAB VII 
NILAI BESARAN BANTUAN 

Pasal 12 

Nilai besaran bantuan perbaikan LH yang di erikan kepada m syarakat 
penerim' b t ans sar .5 00 ,0 e a el j Ii a ratus ribu 
rupiah) er u i /penerima ant an terdiri a tas: 
a. belanja bahan b gunan/ material se esar Rpl .000.0 ,00 (en elas juta 

rupia ); dan 
b. belanj a upah e ja/tukang s besar Rp2 .500. 00,00 (dua ju ta lima r tus ribu 

rupiah). 

BAB VIII 
TA APAN PEMBERIA BA TUAN 

PERBAI N RUM H TIDAK LAYAK HUNI 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 13 
Tahapan pemberian bantuan perbaikan RTLH bagi Masyarakat di Kabupaten 
Tasikmalaya meIiputi: 
a. persiapan; 

1. pembentukan Tim dan penyediaan TFL; 
2. penetapan Bank Penyalur; 
3. sosialisasi dan penyuluhan; 
4. verifikasi CPB; dan 
5. Penetapan Penerima Bantuan. 

b. Pelaksanaan; 
c. Pelaporan; dan 
d. Pengawasan dan Pengendalian. 
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Bagian Ked ua 
Persiapan 

Paragraf 1 
Pembentukan Tim dan Tenaga Fasilitator Lapangan 

Pasal14 

Untuk memperlancar kegiatan pemberian bantu an Perbaikan RTLH bagi 
Masyarakat, dibent k: 
a. Tim Teknis; 
b . Tim Verifi as '; dan 
c. TFL. 

(1 ) Ti 
ter 
a. 
b. 
c. 

d. 
e. 
f. 

Pa sal 15 

T knis se agaimana dimaksu d alam Pasal 14 huruf a beranggotakan 
iri tas: 

n ' ur Perangkat Daerah yang mem bidangi peru mahan dan perm u kiman; 
. n sur Perangka t Daerah yang mem bidangi perencanaan pemb gu nan; 

nsur Pe angkat Daerah yang m embidangi perlindu ngan dan jaminan 
sosial; 
U su Peran kat Daerah yang mem 'dangi p mberdayaan m a syarakat; 
Camat ada okas ' penerim antuan P rbaikan RT ; dan 
Kep a esa pada ok ' enerim ban tu Per 'kan RTL . 

(2) Tim Tek is sebagaimana dimaksu d pada aya t (1) huru a, h u u uf c dan 
huruf d , mempunyai tuga s: 
a. menyusun petunju teknis /pedom an ba tuan P rbaikan RTLH; 
b. melak anakan sosialisasi ant an Per aikan TLH kepada ma yarakat; 
c. m nerima dan m em erifika si u sulan bantu an Per a ikan RTLH dari Kepala 

Desa ; 
d. menyu sun Su ra t Ke tusan ten ta g 1 ka si, esaran dan calo penerima 

bant an Perbaikan RTL ; 
e. memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan bantu n Perbaikan RTLH; 
f. melakukan pem antau an dan eval si penyelenggaraan bantuan perbaikan 

RTLH. 
g. menyediakan data terpa u kesejahteraan s sial; 
h. sinkronisasi bantuan perbaikan RTLH dengan program penanggulangan 

kemiskinan Daerah; dan 
i. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; 

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas: 
a. melaksanakan sosialisasi bantuan Perbaikan RTLH kepada masyarakat; 
b. menerima dan memverifikasi usulan bantuan Perbaikan RTLH dari Kepala 

Desa; 
c. melakukan pembinaan dan pendampingan masyaraka t ; dan 
d. melakukan pemantauan dan evaluasi. 

(4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas: 
a. mengusulkan permohonan bantuan Perbaikan RTLH ke Bupa ti melalui 

Dinas; 
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a. memfasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan 
masyarakat bantuan Perbaikan RTLH kepada masyarakat; 

b. memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan 
Perbaikan RTLH; 

c. mengetahui atau mengesahkan hasil verifikasi calon penerima bantuan 
Perbaikan RTLH; dan 

d. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan apabila diperlukan. 
(5) Tim Teknis sebagaiman dimaks d da ayat (1 d ·tet pkan dengan Keputusan 

Kepala Dina . 

Pasal 16 

(1) Ti Ve ifikasi sebagaimana dimaks d dalam Pasal 14 huruf b, rd · · atas 
u su r Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 

(2) Ti erifikasi sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), mempunyai tug : 
a. Me erima dan memverifikasi usulan bant an Perbaikan RTLH d n TFL; 
b. Melak kan koreksi dan cek terh adap dokumen pro osal pen aj an dan 

1 p ran kemajuan dan akhir dari TFL sebagai bahan koreksi bagi AjPPK. 

Pasal 17 

(1) TFL aim dimaksu am Pa sa 4 hur f c dire t oleh Dinas 
berd sar kriteria n persy atan yang itetapkan m alui e janj ian kerja 
dengan Dinas. 

(2) Kriteria TF se agaimana dimaks d pada ay t (1 ) melip ti: 
a. Warga N egara Indonesia; 
b. se a t jasmani rohani; 
c. mem iliki dedikasi yang tinggi da erjiwa sosial u tu membantu 

masyaraka t ; 
d. bukan anggota partai politik atau tim su kses pem i ihan kepala 

pem rintah 
e. berse ia ekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak ; 
f. mampu mengoperasikan kompu ter dan mengoperasi an ap likasi MS-Office 

(Word, Excel, dan Power Point); 

g. memiliki dan dapat m engoperasikan te epon genggam serta kamera untuk 
dokumentasi; dan 

h. diutamakan bertempat tinggal di 1 kasi kegiatan. 
(3) TFL sebagaimana dimaksud pada yat (1) diutamakan memiliki kompetensi 

teknik konstruksi dan pemberdayaan yang akan mendampingi kurang lebih 
30 (tiga puluh) penerima bantuan atau sesuai kebu tuhan dengan 
mempertimbangkan waktu dampingan, tingkat kesulitan lokasi, karakter 
masyarakat, dan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(4) Dalam hal di lokasi tidak diperoleh TFL dengan kompetensi teknis dan 
pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat merekrut TFL 
dengan kompetensi teknis dan TFL dengan kompetensi pemberdayaan yang 
bekerja dalam satu tim dengan jumlah dampingan kurang lebih 2:60 orang 
penerima bantuan atau sesuai kebutuhan. 
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(5) Kriteria Khusus Fasilitator Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
meliputi: 
a. berpendidikan sekurang-kurangnya ahli madya sipil atau arsitektur; 
b. berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/ 

perumahan, atau pernah sebagai fasilitator teknis; dan 
c. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan 

yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti 
kursus/pela tihan. 

(6) Kriteria K u s Fasilitator Pemberdayaan sebagaimana imaksud pada 
ayat (4) mel'puti: 
a. erpe didikan sekurang-kurangnya ahli madya semua juru san atau 

S olah Menengah Atas (SMA) sederajat dengan pengalaman min ' al 3 
(tiga) tahun di kegiatan program pemberdayaan; atau 

b. Strata sat semua jurusan dengan pengalaman minimall (satu) t un di 
e iatan program pemberdaya 

(7) TFL Y g telah direkrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2 waji m ngikuti 
pelati an/pembekalan sebelum ditu aska s suai surat erintah k rja atau 
ko trak an pembe an tersebut merupakan kewajiban Dina s sebagai 
Pembi a di l' a t Kabupaten. 

(8) TFL yan dinilai emenu' kriter ia te a m ngi i pem bekalan, 
ditetap an melalui kon ak 0 eh AI PK. 

(9) Dina s wajib mengalokasikan dana Anggaran Pe dapatan dan Belanja Daerah 
untu k operasional TFL selama rna a kontrak dengan mempertim bangkan 
jarak tempuh dan kesu litan menu 'u lokasi dampi gan. 

(10) Kom 0 en biaya operasional T L melipu i: 
a. a u ran i kese atan minimal kelas II dan ket nagakerj aan . n tuk resiko 

s dang ata tingg ' s suai kondisi di lapangan; 
b. biaya transportasi; 
c. biaya komunikasi; 
d. biaya pendampingan yang ter iri atas biaya rembu k warga, biaya 

penyusunan proposal, dan biaya penyus nan laporan pertanggung 
jawaban penerima bantuan; dan 

e. biaya pelaporan. 

(11) Honor TFL mengikuti Standar Biaya asukan (SBM) Kementerian keuangan 
atau dapat ditetapkan sesuai UMK atau standar harga yang berlaku di daerah 
tersebut yang penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati. 

(12) TFL dapat digantikan apabila: 
a. TFL tidak bekerja sesuai kontrak berdasarkan hasil pemantauan dan 

evaluasi oleh PA/PPK; atau 
b. TFL berhalangan tetap atau meninggal dunia. 

(13) Penggantian TFL dilakukan oleh Dinas selaku pembina dengan menunjuk 
pengganti yang berkompeten dan memenuhi kriteria. 
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Paragraf 2 
Bank Penyalur 

Pasal 18 

(1) Bank penyalur merupakan bank umum yang sehat yang menampung rekening 
kas umum Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mematuhi 
ketentuan penyaluran dalam perjanjian kerja sama. 

(2) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk 
membuka re ening individu penerima bantu an dan melakukan pelayanan 
penarikan rekening dana bantuan. 

(3) Bank penyalur yang telah ditetapkan melakukan pembahasan rancangan 
pe ·an· ian kerja sarna dengan PAjPPK sebagaimana dimaksud p da ayat (1) 

es ai Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 
(4) e r ·anjian kerja sama yang telah d ibahas bersama sebagaimana dimaksud 

p da ayat (3) selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari pihak ankjpos 
pe yalur dengan PAjPPK. 

(5) Per b an perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
dila u kan dengan addendum yang disepakati kedua belah pihak. 

Paragraf 3 
Sosialisasi dan Penyuluhan 

Pasal 19 

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pa sa 3 uruf angka 3 
meru pakan kegiatan penyebarlua san i forma i me genai pelaksanaan 
bant an per aikan RTLH kepada masyar at. 

(2) Kegi tan s sialisasi sebagaimana d imaksud pada yat (1) dilakukan oleh 
Dina s cara berj enjang m elalui Camat, Kepala De a , dan tokoh masyarakat 
maupu n langsung kepada m a syarakat. 

(3) Metode sosialisasi disesu aikan dengan karakteristik masyaraka t setempat, 
melalui pertemu an langsu ng atau tidak langsu ng melalui m edia pu blikasi 
seperti televisi, radio, media cetak. 

Pasal 20 

(1) Penyuluhan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3 
merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, 
khususnya Calon Penerima Bantuan perbaikan RTLH. 

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan 
TFL. 

(3) Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) antara lain prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, 
tanggung jawab penerima bantuan, kriteria rumah layak huni, penyusunan 
rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan, dan lain-lain. 

(4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 
forum pertemuan atau dilakukan kepada masyarakat. 

(5) HasH kesepakatan dalam kegiatan ini dirangku m dalam Berita Acara 
Sosialisasi yang memuat hasil sosialisasij penyuluhan dan ditandatangani 
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Kepala Dinas, TFL, Kepala Desa, dan perwakilan dari peserta serta dilampiri 
dengan daftar hadir dan dokumentasi/foto kegiatan sesuai dengan Format 2 
sebagaimana tercantum da1am Lampiran. 

Paragraf 3 
Verifikasi Calon Penerima Ban tuan 

Pasal21 

(1) Verifikasi CPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 h uruf a angka 4 
meru pakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan 
faktual u n tuk m em per o1eh CPB yang m emenuhi kriteria dan per syaratan pada 
10k si penerima bantuan. 

(2) er· fikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas di antu 

en gan TFL didampingi oleh perangkat Desa atau nama lain sejenis dengan 
c a endatangi rumah masyaraka t berda sarkan data rumah tidak lay k huni 
da a tau data terpadu kesejahteraan sosial sete1ah kegiatan sosiali a s· untuk 
m ema stikan agar penerima bantu an tepat sasaran. 

(3) Hal-h al yang diverifikasi sebagaim a n a dimaksu d pada ayat (1) me lip t i: 
a. elengkapan administrasi men cakup dokumen mengenai: 

1. Kar u anda Pendudu dan Kartu Keluarga; 
2 . surat ermohonan bantuan per aikan LH; 
3 . tanda bukti kepemilikan tanah yang sah; 
4 . s rat keterangan kepemilikan rumah dan foto rumah yang akan 

diperbaiki; 
5 . surat pernyataan bel m pernah mem perole bant an perbaikan RTLH 

tau bantuan peru mahan sejeni selama 10 (sepuluh) tah n untuk 
program perumahan; 

6. su a t keterangan pen ghasilan keluarga yang menem pati r Ul ah; dan 
7. surat pernyataan kesediaan berswadaya; 
8. u ra t pernyataan pem bentu kan KPB; dan 
9. surat pernyataan belum mendapatkan bant an sosia l. 

b. Kelayakan teknis untuk mendapatkan bantuan ditentukan melalui 
pemeriksaan sesuai dengan kriteria ruma h layak huni dengan rincian: 
1. Penilaian ketahanan bangunan 

a) komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/ tiang, ring 
balok, kerangka atap) ; dan 

b) kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding. 
2. Penilaian akses air minum 

a) kualitas dan kontinuitas sumber air minum layak; dan 
b) keterjangkauan lokasi sumber air minum layak. 

3. Penilaian akses sanitasi 
a) pengguna fasilitas sanitasi tertentu; 
b) kualitas bangunan atas (toilet) layak; dan 
c) kualitas bangunan bawah (pengolahan air tinja/kotor) layak; dan 
d) penilaian kecukupan minimum luas bangunan. 
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4. Tingkat kerusakan komponen bangunan sebagaimana dimaksud pada 
penilaian ketahanan bangunan ditetapkan paling banyak: 
a) 30 % (tiga puluh per seratus) kerusakan ringan adalah kerusakan 

terutama pada komponen non struktural, seperti penutup atap, 
langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi; 

b) 45 % (empat puluh lima per seratus) kerusakan sedang adalah 
kerusakan pada sebagian komponen nonstruktural, dan atau 
komponen struktural seperti struktur atap, lantai; dan 

c) 65 % (enam pulu h lima per sera tus) kerusakan bera t/total adalah 
kerusakan pada sebagian besar komponen bangu nan, baik 
struktural maupun non struktu ral yang apabila setelah d 'perbaiki 
masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya . 

alam proses verifikasi didoku m entasikan untuk dokumen ad in i trasi 
foto rumah serta lembar verifika si CPB sesuai Format 3 seb g imana 
tercantum dalam Lampiran. 

d. H sil verifikasi calon penerima bantuan berfungsi untuk: 
1. mengidentifikasi CPB; 
2 . menyusun rencana kegiatan setiap CPB; dan 

strategi pelaksanaan kegiatan setiap kelompok. 
e. Iden ifi a si calon penerima bantu an meliputi: 

1. p n ilaian keswadayaan CPB (apabila mampu) me u i kegiatan 
memeriksa dan menilai kemampuan masyarakat dalam m lakukan 
penanganan rumah atau menyelesaikan r mah; 

2 . pengisian hasil identifikasi (eswadayaan d kebu tuhan enanganan 
rumah sesuai Format 4 sebagaimana tercan urn dalam Lampiran; 

3 . pengumpulan dokumen admin istra si; 
4. pemetaan lokasi rumah n tu k pembentukan KPB; 
5. ide tifikasi kemampuan CPB bertukang a tau calon tukang/pekerja di 

uar CPB dalam ren cana pelaksanaan fisik perbaikan TLH sesuai 
Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran; 

6. pengisian format rekapitu lasi hasil verifika si dan iden tifikasi CPB; dan 
7. berdasarkan isian format, selanju tnya dilaku an rekapitulasi data CPB 

setiap lokasi dampingan sesuai Format 6 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran dan rekap digu akan sebagai dasar untuk melakukan 
penyepakatan CPB dalam forum rembuk warga. 

(4) Kesepakatan CPB diatur se bagai beriku t: 
a. kesepakatan CPB dilakukan untuk memenuhi akuntabilitas dalam 

menentukan CPB berdasarkan prinsip tepat sasaran dan 
kegotongroyongan melalui rembuk warga untuk: 
1. menentukan CPB; 
2. membentuk KPB dan bersepakat untuk bergotong-royong dalam 

pelaksanaan kegiatan perbaikan RTLH; dan 
3. menen tukan calon tukang. 

b. kesepakatan CPB dilakukan setelah diverifikasi dan memperoleh daftar 
nama CPB yang akan diusulkan yang diprakarsai oleh CPB dan difasilitasi 
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oleh TFL serta dihadiri oleh perangkat Desa dan dapat dihadiri oleh 
masyarakat bukan CPB. 

c. pembentukan KPB dilakukan oleh CPB yang difasilitasi oleh TFL dan 
perangkat Desa atau nama lain sejenis dengan memperhatikan: 
1. kedekatan lokasi rumah; 
2. kemampuan bertukang; dan 
3. tingkat keswadayaan. 

d. KPB diberi nama dan diatur pengorganisasian anggota kelompoknya 
sesuai kesepakatan, melaksanakan fungsi gotong-royong, tanggung jawab 
secara tanggung renteng, menetapkan rencana kerja, membuat 
kesepakatan so sial untuk bertanggung jawab secara berkelompok dalam 
melaksanakan kegiatan perbaikan RTLH sesuai Format 7 sebag imana 
ercantum dalam Lampiran dan Penetapan KPB dilakukan m lalui 

Keputusan Kepala Camat/Desa sesuai Format 8 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran. 

e. KPB melakukan survei pemilihan toko/penyedia bahan bang nan untuk 
ditetapkan dalam kesepakatan. 

f. u rvei pemilihan toko / penyedia bahan bangunan sesuai F rmat 9 
ebagaimana tercantum dalam Lampiran, meliputi: 

1. te se ian dan harga satuan bahan bang an; 
2 . ke ersediaan sarana angku tan; dan 
3 . persyaratan administrasi. 

g. syarat toko/ penyedia bahan bangunan melip ti: 
1. menyediakan bahan bangu nan yang sah berdasarkan h u um yang 

ib tuhkan oleh penerima bantuan sesuai engan h sil iden tifikasi; 
2 . m pu menyediakan sarana angk tan pengiriman bahan angunan 

y g memadai dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi 
penerima bant an sesuai jadwal yang disepakati; 

3. arga bahan bangunan sudah termasu biaya pengirim n dan pajak 
yang wajar sesuai harga pasar; 

4. melaku kan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh 
masyarakat umum ; 

5. lokasi toko/penyedia ahan bangunan diutamakan dekat dengan 
penerima bantuan; 

6. memiliki Surat Izin Usaha P rdagangan (SIUP); 
7. memiliki tempat/alamat ses ai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); 
8. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan patuh terhadap ketentuan 

perpajakan; 
9. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB; dan 
10. bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan bantuan 

perbaikan RTLH di bank yang sama dengan bank penyalur. 
h. dalam melakukan survei, KPB melakukan negosiasi harga dengan 

toko/penyedia untuk menyepakati harga bahan bangunan merupakan 
harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi 
yang disepakati dan meru pakan harga yang paling mengun tungkan bagi 
masyarakat (harga termurah dengan kualitas bahan yang memenuhi 
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stan dar) serta kesepakatan pemilihan toko / penyedia bahan bangunan 
dilakukan oleh KPB berdasarkan berita acara rembuk sesuai Format 10 
sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran. 

(5) Penerima Bantuan didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana 
penanganan rumah dan menentukan kebutuhan perbaikan atau 
pembangunan rumah menyiapkan keswadayaan, menyusun gambar teknis 
dan rencana anggaran biaya kemudian diajukan dalam proposal permohonan 
bantuan dan pencairan. 

(6) Proposal sebagaimana dimaksud pada aya t (5) terdiri atas: 
a. Dokumen administ a si melip ti: 

1. su rat permohonan bantuan sesuai Format 11 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran; 

2 . salin an Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang lasih 
berlaku ; 

3. Slip penghasilan (seluruh penghasilan keluarga) dan/a ta surat 
pernyataan penghasilan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
Format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran; 

4 . salin an sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah/ 
surat keterangan penguasaan tanah dari peja a t yang b rwenang 
sesuai format yang berlal(u di aerah setempat at u menggunakan 
Format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran; 

5 . surat pernyataan mengikuti program sesuai Format 14 sebagaimana 
tercant m dalam Lampiran; 

6 . hasil identifikasi keswadayaan; dan 
7 . uitansi penerimaan bantuan dari ke penerima bantuan sesuai 

Format 15 sebagaimana tercantu m dalam Lampiran. 
b. d k men tekn is meliputi : 

1. h sil penilaian k u alita s rumah dan identifikasi kebutu han perbaikan 
tau pem bangunan rumah; 

2. rencana tekn is beru pa: 
a) gambar teknis (denah, tampak depan, tampak samping kiri, tampak 

samping kanan, tampak belakang, potongan melintang, dan 
potongan memanjang) untuk bantuan pembangunan baru rumah 
secara swadaya sesuai Format 16 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran atau Spesifikasi Teknis untuk pembangunan baru dan 
peningkatan kualitas s su ai Format 17 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran. Dalam hal kegiatan pembangunan baru dan 
peningkatan kualitas dilakukan dengan cara pembongkaran dan 
pembangunan kembali, dalam perencanaan teknis dilengkapi 
dengan gambar teknis; dan 

b) Rencana Anggaran Biaya sesuai Format 18 se bagaimana tercan tum 
dalam Lampiran. 

(7) Proposal penerima bantuan selanjutnya disusun berdasarkan 
pengelompokkan setiap KPB yang dilengkapi dengan: 
a. lembar verifikasi proposal sesuai Format 19 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran; 
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b. keputusan Camat/Kepala Desa tentang KPB; 
c. pernyataan kesepakatan so sial KPB; 
d. daftar identifikasi tukang; 
e. daftar harga satuan bahan bangunan hasil survei; dan 
f. daftar harga satuan bahan bangunan. 

(8) Dokumen proposal KPB selanjutnya disusun dan dikelompokkan setiap Desa 
dan diperiksa oleh TFL untuk memastikan kelengkapannya dan proposal yang 
sudah dikelompokkan berdasarkan Desa n/ at u Kec matan disampaikan 
kepada Din a s. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan 

Pasal 22 

(1) Dina s melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon pe erima 
ba tuan dengan melibatkan Tim Verifikasi. 

(2) Hasil emeriksaan terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati 
sesu ai Format 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 

(3) Kepu t san Bu ati sebagaimana dim aksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
bank / pos enyalur sebagai dasar bank / pos penyalur me uka reke ing atas 
n ama pe erima bantuan. 

(4) Dalam al Penerima bantuan s bagaimana imaks pada ya (2) yang telah 

ditet pkan men inggal d nia, pelaksanaan kegiatan dap t dilaksanakan pada 
ahli aris yang memen i syarat Penerima bantuan sesuai dengan peraturan 
peru dan -u ndangan yang berlaku . 

Pasal23 

(1) Penyal ran dana Bantu an Pe baikan RTLH dilakukan dalam 1 (satu) tahap 
melalui pemindahbu ku an dari rekening ka s urn m daerah ke rekening 
penerima bantuan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah 
terkait bantuan sosial. 

(2) Mekanisme penyaluran dana bantu an sebagama na dimaksud pada ayat (1) 
oleh bank dan/atau pos penyalur atas surat perintah dari PA/PPK dan 
penyaluran bantuan dilakukan secara sekaligus. 

Pasal24 

(1) Pelaksanaan bantuan Perbaikan RTLH untuk pembangunan baru maupun 
peningkatan kualitas rumah dilakukan oleh penerima bantuan berdasarkan 
rencana pemanfaatan bantuan dalam 2 (dual tahap yaitu masing-masing 
sebesar 50% (lima puluh per seratus). 

(2) Pemanfaatan bantuan setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja. 

(3) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian selama proses pelaksanaan 
pembangunan rumah. 
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(4) Dinas dapat menetapkan penggunaan dana bantuan dalarn 1 (satu) tahap 
berdasarkan analisa kelayakan jika terjadi kondisi darurat yang disebabkan 
oleh: 
1. keterbatasan waktu pelaksanaan; 
2. kesulitan akses ke lokasi; danjatau 
3. kondisi alarn. 

Pas 25 

(1) Dalarn pen ggunaan dana bantuan, penerima bantuan d idarnpingi TFL 
meny su n daftar rencana pemanfaatan bantuan sesuai Format 21 
se agaimana tercantum dalarn Lampiran, berdasarkan rencana anggaran 

ia dalarn proposal teknis penerim a bantuan. 
(2) aftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana tercantum pada a at (1) 

te diri atas rencana pembelian baha n bangunan dan pembayaran pah kerja 
berdasarkan tahap penggunaan dana ban tuan. 

(3) Da1arn al terjadi perubahan rencana, baik rencana anggaran b 'aya aupun 
daftar rencana pemanfaa tan bantu an, dap t dilakukan penyesuaian rencana 
kegia tan engan berita acara peru bah an sesuai dengan Format 22 
seb gaimana tercantum dalarn Larnpiran. 

Pasal 26 

(1) Tok j p nyedia bahan bangunan tempa t pembelian bahan bangu nan dipilih 
dan ditunjuk oleh KPB b rdasarkan survei dan kesepakatan ke1ompok. 
Kont ak pem belian ahan bangunan berupa pe janjian kerja sarna yang 
disepaka ti dalarn rem buk warga antara KPB dengan toko j enye ia bahan 
bangu nan sesuai Forma t 23 sebagaimana t rcantum dalarn L mpiran. 

(2) Apabila t ko j penyedia bahan bangunan tidak dapa t menyediakan seluruh 
kebutu an bahan bangunan bagi KPB, maka tokoj penyedia bahan bangunan 
dapat b kerja sarna dengan penyedia ahan bang nan 1ai dengan syarat 
toko j penyedia bahan bangunan yang bekerja sarna dengan K B bertanggung 
jawab terhadap pemenuhan kontrak. 

Pasal27 

(1) Penyarnpaian daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 21 ayat (1) ke toko j pen edia bahan bangunan meru pakan bukti 
pemesanan bahan bangunan. 

(2) Tokojpenyedia bahan bangunan mengirim bahan bangunan dalarn 2 (dua) 
tahap sebesar masing-masing 50% (lima puluh per seratus) sesuai daftar 
rencana pemanfaatan bantu an dan perjanjian kerja sarna. 

(3) Pengiriman bahan bangunan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan 
fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan se besar 
paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus). 

(4) Penerima bantuan didarnpingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan 
yang dikirimkan toko j penyedia bahan bangunan berdasarkan Daftar Rencana 
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Pemanfaatan Bantuan sesuai dengan Format 24 sebagaimana dimaksud 
dalam Lampiran. 

(5) Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan/transfer uang dari rekening penerima bantu an ke rekening 
toko / penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh 
toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan. 

(6) Toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan 
(tahap 1 dan tahap 2 sekaligus dalam rang a percepatan dan kemudahan 
pengiriman berdasarkan kesepakatan dengan KPB tetapi p m bayaran tetap 
dalam 2 (dua) tahap yang terbagi atas taha p 1 (satu ) sebesar 50% (lima puluh 
per sertarus) dan untuk tahap 2 (dua) sebesar 50% (lima puluh p r seratus) 

pa dibayarkan setelah 14 (empa t belas) hari kalender dari p mb yaran 
tah p 1 (satu) ata u sesu ai kesepakatan. 

Pasal 28 

(1) Dalam pelaksanaan fisik, penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan 
pe bangunan apabila memiliki keterampilan bertu ang atau m nunjuk 
tukang/p rja lain. 

(2) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan fisik di lokasi yang memerlu kan kerja 
ber ama , KPB menunjuk kelompok tukang dan melaku an perjanjian 
kerja / k n trak dengan kelompok tukang tersebu t sesuai hasil kes pakatan 
dalam rembuk warga sesu ai dengan Format 25 s bagaimana terca tu m dalam 
Lam iran. 

a sal 29 

(1) Dalam pelaksanaan pembangunan fisik rumah, pen rima bantuan atau KPB 
didampingi TFL memantau kegiatan pembangu nan rumahny agar memenuhi 
syarat ru mah layak hu ni sesu ai rencana. 

(2) Pemantau an pelaksanaan pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara berkala melalui dokumentasi dan pelaporan. 

(3) Penerima bantuan mengendalikan jadwal kerja tukang/pekerja dan 
mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik di ru mah. 

(4) KPB didampingi TFL melaku kan evaluasi progres kegiatan pekerjaan fisik 
untuk memastikan seluruh anggotanya dapat menyelesaikan kegiatan 
perbaikan rumah sesuai jadwal dengan kualitas yang memenuhi syarat dan 
evaluasi progres kegiatan dilakukan melalui rembuk KPB. 

(5) Supervisi pekerjaan fisik oleh Dinas dilakukan secara berkala berdasarkan 
evaluasi dan laporan dari TFL untuk memastikan pembangunan rumah sesuai 
kriteria rumah layak huni. 

Pasal30 

(1) Pembayaran upah kerja dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing­
masing 50% (lima puluh per seratus) sesuai daftar rencana pemanfaatan 
bantuan dengan cara penarikan dari rekening penerima bantuan. 



21 

(2) Pembayaran upah kerja tahap I dapat dilakukan apabila 21 orang 
pelaksanaan fisik telah mencapai 30% (tiga puluh per seratus) dan tahap II 
dapat dilakukan apabila progress pelaksanaan fisik telah mencapai 100% 
(seratus per seratus). 

(3) Pembayaran upah kerja dapat dilakukan secara tunai atau transfer. 
(4) Bukti pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa 

kuitansi sesuai Format 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran atau bukti 
lain yang sah dan bukti pemanfaatan dana bantuan untu k pembayaran upah 
kerja berupa slip penarikan dana dari reken ing penerima antu an. 

Pasal31 

(1) Pene ima bantuan didampingi TFL menyusun laporan progres fis 'k s suai 
or at 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 

(2) Penerima bantuan didampingi TFL menyusun laporan penggunaan dana 
tahap 1 sesuai Format 28, lembar verifikasi kelengkapan dokum Laporan 
Pengg naan Dana tahap 1 sesuai Format 29 dan untuk laporan penggunaan 
dan a tahap 2 s suai Format 30 serta lembar verifikasi elengkapan okumen 
Lap ran Penggunaan Dana tahap 2 sesuai Forma 31 s bagaim na t rcantum 
dalam Lampiran. 

(3) Dalam rangka memastikan pelak anaan fis ' telah mencapai 10 % (seratus 
per serat ) diter itkan surat pernyataan penyelesaian ek rjaan sesuai 
Format 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 

(4) Penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan 
fisik k giatan. 

(5) Pen rima bantuan waj ib menyampaikan laporan p nggunaan dana bantuan 
kepa a PA/ PPK dilengkapi dengan foto ru mah dan bukti £ tok pi rekening 
koran p rorangan. 

(6) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat 
dengan m mperha tikan bu kti pem belanjaan bahan bangunan selanjutnya 
disimpan p erima bantuan sebagai objek pemeriksaan serta tidak 
disampaikan kepada PA/PPK. 

(7) Penerima bantu an waj ib segera menghuni dan me elihara rumah yang telah 
selesai dibangun atau diperbaiki. 

(8) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan u ntuk menjamin rumah dihuni, 
dipelihara, dan dimanfaatkan sesu ai peruntukan oleh penerima bantuan. 

Bagian Keempat 
Pelaporan 

Pasal32 

(1) Penerima bantuan didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantu an kepada PA/PPK. 

(2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran 
bantuan kepada PA/PPK sesuai Format 33 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran. 
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(3) TFL menyarnpaikan laporan kepada PAjPPK sesuai Format 34, Format 35, 
Format 36 sebagaimana tercantum dalarn Lampiran. 

(4) PAjPPK memeriksa dan menyarnpaikan laporan pelaksanaan pemberian 
bantuan perbaikan RTLH kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan 
dan Pendapatan Daerah untuk Perbaikan RTLH. 

Pasa133 

(1) Dalarn hal terdapat perubahan penerima bantuan sebagai akibat penerima 
bantuan t idak memenuhi syarat penerima bantuan dan dana bantuan belum 
disalurkan kepada reken ing penerima bantuan, maka Dinas dapa t menyusun 
us Ian perubahan calon penerima bantuan yang disarnpaikan k pada Bupati 

elalui PAjPPK untuk mendapa t persetujuan dengan Surat P ru ahan 
tusan Bupati dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran rjalan. 

(2) Dr la hal terdapat perubahan penerima bantuan sebagai akibat pe erima 
ba11t an t idak memenuh i syarat penerima bantuan dan dana bantu an telah 
disalu rkan uang kepada rekening p nerima bantuan, maka penerima antuan 
ya . tidak memenuhi syarat penerima bantuan wajib mengemb ik n uang 
kepr d DjRKUD. 

(3) Pen apata peng m balian u ang pa da KUDj RKUD ianggarkan pada jenis 
lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya pendapatan dimaksud digu akan kembali 
untu k pen luaran yang didanai dari APBD. 

(4) Dalarn hal tidak digunakan dalarn tahun berjalan, PAj PPK mengusulkan 
kern ali pen u naan pada APBD tahun anggaran erikutnya dengan 
mekanisme penganggaran mengikuti k te tuan pera turan pe undang­
undan an yang berlaku . 

Bagian Kelima 
P ngawa san dan Pengendalian 

Pasal 34 

(1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan bantu per baikan RTLH 
dilaksanakan oleh Dinas dengan TFL dalam dari m ulai tahap persiapan, 
pelaksanaan dan pelaporan yang dikerjakan oleh penerima bantuan. 

(2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan bantuan perbaikan RTLH 
dilaksanakan oleh Tim Teknis pada setiap ahapan kegiatan. 

(3) Pengendalian dokumen dilaksanakan oleh Tim Verifikasi pada tahap kegiatan 
persiapan dan pelaporan. 

(4) Laporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan bantuan 
perbaikan RTLH sesuai Format 37 sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran. 

BABIX 
PEMBIAYAAN 

Pasal35 

Kegiatan bantuan perbaikan RTLH bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ta sikmalaya; danjatau 
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 
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BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal36 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 2 



FORMAT 37 

LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN 

BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) 

TAHUN ANGGARAN: SUMBER ANGGARAN : 

LOKASI : 

1 
Nama Penerima 

Manfaat 
. . 

2 Alamat 

3 RT / RW 

4 Desa / Kelurahan 

5 ecamatan 

C t atan Monitoring: 
f--- -

K MPO EN RUMAH LAYAK HUNI PROG SS FISIK 

Ketahanan 
0% : Tercapai / 

Bangun an Tidak 
Kecuk u an 

30% : Tercapai / 
Ruang Tidak 

Kesehat 50% 
: Tercapai / 
Tidak 

Stat 
100% 

: Tercapai / 
Lahan Tidak 

PERM SALAH . TI DAK L JUT 

Tangg elak an an : No. Al·sip: 

PENERIMA 
TIM MONIT RI G DAN EV U SI BANTUAN 

PA/PPK 1 

PTK/TIM TEKNIS 2 

KECAM T 

DESA 4 

TFL 5 

et. 


